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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh corporate governance terhadap
aktivitas tax avoidance pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013. Sampel
Penelitian ini adalah perusahaan yang sahamnya terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013 sebanyak
234 perusahaan. Penelitian ini menggunakan analisis data dan analisis regresi dari elemen-elemen corporate

governance dan tax avoidance.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proksi corporate governance yaitu prosentase dewan
komisaris independen dan jumlah komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap aktivitas tax avoidance
yang diproksikan dengan book tax gap. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa aktivitas tax avoidance
tidak dipengaruhi secara signifikan oleh kepemilikan institusional, dan kualitas audit. Keterbatasan penelitian ini
adalah menggunakan perusahaan yang sahamnya terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) secara keseluruhan
sebagai objek penelitian, sehingga hasil penelitian tidak dapat ditarik kesimpulannya untuk setiap sektor industri

karena tiap sektor industri memiliki kekhasan yang berbeda-beda.

Kata kunci : corporate governance, tax avoidance, book tax gap

ABSTRACT

This study aimed to find out how the influence of the corporate governance of tax avoidance activity on
companies listed in Indonesia Stock Exchange in 2013. The samples were 234 publicly traded companies listed
in the Indonesia Stock Exchange in 2013. This study used data analysis and regression analysis of the elements
of corporate governance and tax avoidance.

The results of this study showed that the elements of corporate governance of board of commissioners
and the amount of audit committee significantly influenced the activity of tax avoidance as measured using
proxy book tax gap. Another result showed that the tax avoidance activity as measured with proxy book tax gap
was not affected significantly by institusional ownership and audit quality. The limitation of this study used the
companies that the whole shares were listed in the Indonesia Stock Exchange, so the results cannot be deduced

for each industry sector for each industrial sector that have different peculiarities.

Keywords : corporate governance, tax avoidance, book tax gap
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PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada era globalisasi ini, banyak perusahaan
yang menerapkan praktik corporate governance
untuk meminimalisasi risiko bisnis yang mungkin
terjadi. Corporate governance merupakan tata kelola
perusahaan yang menjelaskan hubungan antara
berbagai partisipan dalam perusahaan yang
menentukan arah kinerja perusahaan (Haruman,
2008). Masalah corporate governance ini mulai
timbul di Indonesia setelah krisis keuangan pada
tahun 1998. Menurut (Irawan & Farahmita, 2012),
terdapat survei yang menunjukkan bahwa Indonesia
di tahun 2002 pernah menduduki posisi terbawah
dalam hal audit dan kepatuhan, akuntabilitas
terhadap pemegang saham, standar pengungkapan
dan transparansi serta peranan direksi. Maka dari itu,
di Indonesia sendiri telah dibentuk Komite Nasional
Kebijakan Governance yang menghasilkan suatu
Good

Indonesia, para

pedoman Corporate  Governance. Di

investor maupun pemerintah
memberikan perhatian yang cukup signifikan dalam
praktek corporate governance (Ujiyantho dan

Pramuka, 2007) dikarenakan sejak tahun 1998

ketika  Indonesia  mengalami  krisis  yang
berkepanjangan, proses perbaikan di Indonesia
dirasakan sangatlah lama karena lemahnya

corporate governance yang diterapkan perusahaan
di Indonesia.

Corporate governance merupakan sistem
atau mekanisme yang mengatur dan mengendalikan
perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (value
added) untuk semua stockholders. Perusahaan
merupakan salah satu wajib pajak sedangkan
corporate governance menjelaskan hubungan antar
berbagai

partisipan dalam perusahaan yang

menentukan arah Kinerja perusahaan, sehingga

dengan adanya corporate governance memiliki andil

dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam
keputusan dalam hal memenuhi kewajiban pajaknya,
akan tetapi disisi lain perencanaan pajak bergantung
pada dinamika corporate governance dalam suatu
perusahaan (Friese, Link dan Mayer , 2006).

Secara umum terdapat lima prinsip dasar
dari corporate governance yaitu yang pertama
fairness (kesetaraan dan kewajaran) yaitu perlakuan
yang adil dan setara dalam memenuhi hak
stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta
peraturan perundangan yang berlaku. Kedua adalah
transparency

(keterbukaan  informasi)  yaitu

keterbukaan dalam melaksanakan proses
pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam
mengemukakan informasi materiil dan relevan
mengenai perusahaan. Ketiga adalah accountability
(akuntabilitas) yaitu kejelasan fungsi, struktur,
sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan
sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara
efektif.

(pertanggungjawaban) yaitu kesesuaian (kepatuhan)

Keempat adalah responsibility
di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip
korporasi yang sehat serta peraturan perundangan
yang berlaku. Dan yang kelima adalah independency
(kemandirian)  yaitu suatu keadaan dimana
dikelola

benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan

perusahaan secara profesional tanpa
dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Ketika prinsip corporate governance yaitu
fairness, transparency, accountability, responsibility
dan independency dijalankan dengan pengawasan
yang dilakukan sedemikian rupa baik dalam sebuah
perusahaan maka, perusahaan tersebut bisa
dikatakan memiliki tata kelola perusahaan yang baik
termasuk salah satunya dalam hal memenuhi

kewajiban pajaknya. Namun ketika dinamika

corporate governance dilakukan dengan tidak sesuai

yaitu tata kelola dan prinsip yang seharusnya
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diterapkan tidak dijalankan serta tidak adanya
pengawasan yang memadai, maka perusahaan
tersebut dapat saja meminimalkan beban pajak yang
harus dibayar, sehingga dapat terjadi praktik
penghindaran pajak (Annisa, 2012).

Dalam menjalankan corporate governance
yang baik pajak merupakan suatu kewajiban sesuai
dengan definisi dari pajak itu sendiri, sedangkan
perusahaan menganggap sebagai beban sehingga
perusahaan akan berusaha melakukan perencanaan
pajak yang merujuk kepada satu tujuan vyaitu
mengupayakan penghematan dalam membayar pajak
agar utang pajaknya berada dalam jumlah serendah
mungkin tetapi masih dalam bingkai peraturan
perpajakan sehingga tidak melanggar peraturan
perpajakan yang ada. Penelitian yang dilakukan oleh
Sartori (2010) menjelaskan bahwa apabila suatu
perusahaan memiliki suatu mekanisme corporate
governance yang terstruktur dengan baik maka akan
berbanding lurus dengan kepatuhan dalam
memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dalam prakteknya banyak wajib pajak yang
masih melakukan perlawanan pajak secara agresif.
Perlawanan pajak secara agresif terbagi dalam
beberapa tipe, beberapa contoh yang terkenal dalam
perlawanan pajak secara agresif antara lain tax
evasion dan tax avoidance. Tax evasion adalah
tindakan penghindaran pajak yang melanggar
hukum, tax evasion merupakan tindakan yang
dengan sengaja tidak melaporkan kewajiban atau
menghilangkan bagian transaksi agar membuat tarif
pajak menjadi rendah. Tax evasion ini sendiri biasa
dikenal sebagai penggelapan pajak. Sedangkan tax
avoidance adalah tindakan penghindaran atau
peminimalan pajak yang masih tidak keluar dari
rana hukum yang berlaku. Hal ini dikarenakan
adanya ketidaksempurnaan

peraturan  undang-

undang  perpajakan yang  kemudian  bisa

dimanfaatkan oleh wajib pajak.

Persoalan penghindaran pajak ini menjadi
cukup rumit karena disisi lain diperbolehkan karena
tidak melanggar hukum, tapi disisi lain penerimaan
negara akan menjadi lebih sedikit dari yang
seharusnya. Para otoritas pajak tampaknya telah
berusaha dengan semaksimal mungkin agar bisa
menegakkan batas yang jelas antara penghindaran
pajak dan penggelapan pajak dalam upaya
perencanaan pajak, tidak hanya itu para otoritas
pajak juga semaksimal mungkin mencegah agar
wajib pajak tidak masuk kedalam celah ambiguitas
yang ditimbulkan oleh peraturan perpajakan (Bovi,
2005). Resiko yang ditimbulkan dapat merugikan
dari segi financial karena besarnya denda bisa lebih
besar dari besarnya beban pajak yang seharusnya
dibayarkan dan membuat citra buruk perusahaan di
mata khalayak apabila di publikasikan (Anissa,
2012).

Tax avoidance ini juga terkadang sering
kali menimbulkan bias, yang mengakibatkan sebuah
pemikiran apakah tax avoidance perlu dilakukan
atau tidak. Menurut (Desai & Dharpala, 2005),
pertanyaan terkait tax avoidance apakah kegiatan ini
menarik minat pemegang saham atau tidak, jika
aktivitas tax avoidance dalam pelaksanaannya justru
meningkatkan biaya yang lain, maka di samping itu
timbul juga pertanyaan, apakah ada transfer nilai
dari perusahaan ke pemegang saham jika tidak maka
tidak perlu dilakukan praktik tax avoidance. Jadi
jika dilihat dari penelitian (Desai & Dharpala, 2005)
yang menyebutkan tentang pengambilan keputusan,
maka dapat disimpulkan bahwa terdapat keterkaitan
antara corporate governance dengan penghindaran
pajak.

Berkembangnya  praktik  penghindaran
pajak atau tax avoidance ini didukung dengan

perkembangan teknologi informasi dan semakin

terbukanya perekonomian suatu negara akan
memberi  peluang bagi  perusahaan  untuk
mengembangkan  usahanya. Perusahaan akan
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semakin mudah untuk mengembangkan usahanya
hingga ke luar negeri di tengah persaingan dunia
usaha yang semakin ketat, pengusaha akan berusaha
untuk mendapat keuntungan sebesar mungkin dan
berupaya untuk melakukan efisiensi pajak. Dalam
melakukan praktik penghindaran pajak, perusahaan
dipengaruhi oleh corporate governance (Annisa,
2012). Namun dari sisi pemerintah dalam upaya
untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari
sektor pajak tidak lepas dari sebuah kendala.
Penerimaan pajak yang seharusnya diterima oleh
negara tidak sebesar pembayaran yang dilakukan
oleh wajib pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak
berusaha untuk seminimal mungkin memenuhi
kewajiban pajak yang harus dibayarkannya dengan
melakukan praktik penghindaran pajak (tax
avoidance) tersebut.

Terdapat beberapa penelitian yang telah
dilakukan

governance terhadap penghindaran pajak atau tax

yang meneliti pengaruh corporate
avoidance. Menurut beberapa peneliti seperti Daniri
(2005), Pohan (2008), yang kemudian diangkat lagi
oleh Annisa dan Kurniasih (2012). Dalam penelitian
tersebut, pengukuran corporate governance dapat
dilakukan dengan berbagi proksi seperti kepemilikan
institusional, struktur dewan komisaris, komite
audit, dan kualitas audit. Dengan menggunakan
pengukuran tersebut dapat mencerminkan prinsip
corporate governance yaitu fairness, transparency,
accountability, responsibility dan independency.
Sedangkan proksi yang digunakan untuk mengukur
tax avoidance adalah book tax gap.

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa
memiliki andil dalam

corporate governance

pengambilan keputusan, termasuk dalam hal
mengambil keputusan untuk memenuhi kewajiban
pajaknya. Corporate governance yang diterapkan
dengan baik seharusnya sejalan dengan definisi
pajak yaitu pajak adalah sebagai kewajiban. Namun

dalam praktiknya, banyak wajib pajak yang bermain

dengan undang-undang yang telah ada, karena tidak

bisa dipungkiri bahwa dalam undang-undang

terdapat zona abu-abu yang memungkinkan
perusahaan bermain dalam hal meminimalkan pajak
yang akan dibayarkan. Adanya celah dalam hukum
pajak yang dianggap ambigu oleh wajib pajak
membuat wajib pajak secara tidak langsung
memanfaatkan situasi dari celah tersebut, terlepas
dari paham atau tidaknya wajib pajak terhadap
peraturan perpajakan.

Dalam penelitian ini diharapkan corporate
governance bisa menjembatani kembali pemikiran
wajib pajak bahwa pajak adalah sebagai kewajiban
bukan menjadi beban sehingga dapat menekan
praktik tax avoidance. Berdasarkan masalah diatas
maka peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh
corporate governance yang di proksikan dengan
kepemilikan institusional, prosentase  dewan
komisaris independen, kualitas audit, dan jumlah

komite audit terhadap praktik tax avoidance.

Rumusan Masalah
Berdasarkan dari latar belakang masalah
yang sudah dijelaskan diatas, maka dapat ditarik
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh
terhadap praktik tax avoidance ?
2. Apakah
independen berpengaruh terhadap praktik tax

prosentase  dewan  komisaris
avoidance ?

3. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap
praktik tax avoidance ?

4. Apakah jumlah komite audit berpengaruh

terhadap praktik tax avoidance ?
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Tujuan Penelitian
Tujuan dalam penelitian ini sesuai dengan
perumusan masalah yang sudah dijabarkan
diatas, yaitu:
1. Untuk

institusional berpengaruh terhadap praktik tax

mengetahui  apakah  kepemilikan
avoidance

2. Untuk mengetahui apakah prosentase dewan
komisaris independen berpengaruh terhadap
praktik tax avoidance

3. Untuk mengetahui apakah kualitas audit
berpengaruh terhadap praktik tax avoidance

4. Untuk mengetahui apakah komite audit

berpengaruh terhadap praktik tax avoidance

Hubungan Kepemilikan Institusional dengan Tax
Avoidance

Dalam setiap perusahaan masing-masing
pihak mempunyai kepentingan sendiri oleh karena
itu perusahaan harus bisa mencegah terjadinya
konflik antara pihak-pihak tersebut yang dapat
menurunkan nilai perusahaan. Oleh karena itu
perusahaan perlu adanya monitor dari pihak luar
untuk memantau masing-masing pihak yang
memiliki kepentingan yang berbeda. Pihak luar yang
dimaksud adalah  kepemilikan institusional.
Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham
perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga
seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan
investasi dan kepemilikan institusi lain (Tarjo,2008
dalam Wien Ika, 2010).

Kepemilikan institusional memiliki arti
penting dalam memonitor manajemen karena adanya
kepemilikan institusional akan meningkatkan
pengawasan yang lebih optimal karena dianggap
mampu memonitor setiap keputusan yang diambil
oleh para manajer secara efektif. Dengan tingginya
tingkat kepemilikan institusional, maka semakin
besar tingkat pengawasan ke manajer dan dapat

mengurangi konflik kepentingan antara manajemen

sehingga masalah keagenan menjadi berkurang dan

mengurangi peluang terjadinya penghindaran pajak.

Hubungan  Prosentase @ Dewan  Komisaris
Independen dengan Tax Avoidance
Komisaris independen didefinisikan

sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala
hal dalam pemegang saham pengendali. Tidak
memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau
dewan komisaris, serta tidak menjabat sebagai

direktur pada suatu perusahaan yang terkait.

Pada Bursa Efek Indonesia terdapat aturan
yaitu bahwa sebuah perusahaan minimal harus
memiliki 30% dewan komisaris independen, dengan
demikian pengawasan dapat dilakukan sedemikian
rupa (Pohan, 2008; dalam Annisa, 2012). Semakin
tinggi
berarti semakin banyak juga suatu perusahaan

prosentase dewan komisaris independen
memiliki dewan komisaris independen, oleh karena
itu independensi juga akan makin tinggi karena
semakin banyak yang tidak ada kaitan secara
langsung dengan pemegang saham pengendali,
sehingga kebijakan tax avoidance dapat semakin
rendah. Dan begitu pula sebaliknya, semakin rendah
prosentase dewan komisaris independen berarti
semakin sedikit suatu perusahaan memiliki dewan
komisaris independen, oleh karena itu independensi
juga rendah, sehingga kebijakan tax avoidance

semakin tinggi.

Hubungan Kualitas Audit dengan Tax Avoidance

Audit merupakan elemen penting dalam
corporate governance yang erat kaitannya dengan
salah satu prinsip corporate governance Yyaitu
transparansi. Perusahaan publik semakin menuntut
adanya transparansi pada laporan keuangan.
Pengukuran kualitas audit dapat menggunakan

proksi yaitu ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP).
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Laporan keuangan yang diaudit oleh KAP
The Big Four (Price Water Cooper, Deloitte Touche
Tohmatsu, KPMG, Ernst & Young) memiliki tingkat
kecurangan yang lebih rendah dibanding dengan
perusahaan yang diaudit oleh KAP non The Big
Four (Annisa, 2012).

Hubungan Komite Audit dengan Tax Avoidance

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh
dewan komisaris perusahaan, yang anggotanya
diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris,
melakukan

yang bertugas untuk membantu

pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu

terhadap pelaksanaan fungsi  direksi dalam
pengelolaan perusahaan.
Komite audit merupakan komponen

penting yang harus ada pada perusahaan yang
terdaftar Bursa Efek Indonesia, oleh karena itu
Bursa Efek Indonesia mengharuskan membentuk
dan memiliki komite audit yang diketuai oleh
komisaris independen. Keberadaan komite audit
diharapkan dapat meningkatkan kualitas
pengawasan internal yang pada akhirnya ditujukan
untuk memberikan perlindungan kepada para
pemegang saham dan stakeholder lainnya.

Tugas dari komite audit adalah membantu
dewan komisaris dalam melakukan pengawasan
terhadap Kkinerja perusahaan. Dengan kata lain
komite  audit berfungsi  sebagai jembatan
penghubung antara perusahaan dengan eksternal
auditor. Komite audit juga erat kaitannya dengan
dihadapi

perusahaan, dan juga ketaatan terhadap peraturan.

penelaahan  terhadap resiko  yang
Dengan adanya hal tersebut maka, komite audit
dapat mengurangi pengukuran dan pengungkapan
akuntansi yang tidak tepat sehingga akan

mengurangi  juga tindakan kecurangan oleh
manajemen dan tindakan melanggar hukum lainnya
(Siallagan dan Machfoez, 2006; dalam Anissa,

2012).

Semakin banyak jumlah komite audit maka
kebijakan tax avoidance akan semakin rendah, tetapi
jika jumlah komite audit semakin sedikit maka

kebijakan tax avoidance akan semakin tinggi.

METODE PENELITIAN

Model penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini memiliki satu variabel dependen dan
empat variabel
adalah

adalah kepemilikan institusional, prosentase dewan

independen. Variabel dependen

tax avoidance, dan variabel independen

komisaris independen, kualitas audit, dan jumlah
komite audit. Model analisis digambarkan dalam

bentuk sebagai berikut :

Variabel Bebas

(Corporate
Governance)
Kepemilikan H;
Institusional (X1) [J~,] Variabel
Terikat
H.
Prosentase dewan Tax
komisaris Avoidance
Independen (Xz) )
Kualitas Audit
(Xs)
Ha
Jumlah Komite
Audit (Xg4)

Gambar 1 Model Analisis 1

Jenis data yang digunakan adalah data
kuantitatif dan sumber data yang digunakan adalah
data sekunder berupa laporan keuangan yang
website  BEI

diperoleh  dari (www.idx.co.id).

Populasi  penelitian adalah  perusahaan yang
sahamnya terdaftar di BEI. Jumlah sampel yang
digunakan adalah 258 perusahaan. Teknik sampling

yang di gunakan adalah purposive sampling.


http://www.idx.co.id/
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Metode statistik yang digunakan adalah
analisis regresi linier berganda yang menggunakan
program SPSS versi 21 untuk melakukan uji statistik
deskriptif, klasik

Autokorelasi

uji - asumsi (normalitas,

multikolinearitas, dan
heterokendatisitas) dan uji hipotesis (koefisisen
determinasi, uji statistik F dan uji statistik T).
Persamaan regresi berganda digambarkan dalam
bentuk sebagai berikut yaitu :

TA = o + By (KI) + B2 (PDK) + Bs (KUA) + Bs

(OKA)+€ e, 1)
Keterangan:
TA : Tax Avoidance
Kl : Kepemilikan Institusional
PDK Prosentase Dewan Komisaris
Independen
KUA : Kualitas Audit
JKA : Jumlah Komite Audit
o : Konstanta persamaan regresi
Bi2..13 : Koefisien pada setiap variabel
€ : Perkiraan kemungkinan error

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berikut ini akan dijelaskan tentang
gambaran umum pengumpulan data penelitian,
pengujian asumsi

klasik yang terdiri dari uji

normalitas, uji multikolinieritas, uji
heteroskedastisitas, dan uji autokolerasi, pengolahan
data dan pengujian hipotesis yang meliputi uji
signifikasi parsial (uji statistik t) dan uji signifikasi
simultan (uji statistik F).
Analisis Data

Dari pengolahan data dengan bantuan

SPSS diperoleh hasil pada tabel 1 dan tabel 2.

Tabel 1

Uji Model

Model Summary®

Std.
Adjusted | Error of
R R the Durbin-
Model R Square | Square | Estimate | Watson
1 ,2982 ,089 ,075 | 1, 48307 1,940
Tabel 2
Uji t
Coefficients?
Model Unstandardize | Standar t Sig.
d Coefficients dized
Coeffici
ents
B Std. Beta
Error
1 (Con | 0,205 | 0,047 -1,976 | 0,05
stant)
Kl 0,202 | 0,201 0,061 1,004 | 0,32
-1 0343 | -011 -1,806 | 0,07
PDK 0,619
KUA 0,135 0,192 | -0,265 0,705 | 0,48
- | 0,554 0,043 | -4,247
JKA 2,351

a. Dependent Variable: TA

Dari tabel 1 Koefisien determinasi dapat
dilihat dari nilai R Square yakni sebesar 8,9%, yang
menunjukkan bahwa sebesar 8,9% dari adanya
praktek tax avoidance dapat dijelaskan oleh variabel
corporate governance (kepemilikan institusional,
prosentase dewan komisaris independen, kualitas
audit, jumlah komite audit), sedangkan sisanya
sebesar 91,1% dijelaskan oleh variabel-variabel lain.
Dari tabel 2 dapat diperoleh persamaan regresi linier
berganda sebagai berikut:

TA = 0,205 + 0,202KI - 0,619PDK + 0,135KUA —
2,351JKA
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Pembahasan
1. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap tax
avoidance.
Dalam  penelitian  ini  kepemilikan
institusional tidak memiliki pengaruh signifikan
terhadap tax avoidance. Hal ini sejalan dengan
penelitian yang dilakukan oleh Anissa (2012).
Kepemilikan institusional yang tidak
berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance
memiliki arti bahwa besar kecilnya kepemilikan
tidak  membuat

institusional praktik  tax

avoidance yang dilakukan oleh perusahaan

tersebut dapat  dihindari. Kepemilikan
institusional  harusnya mampu  memainkan
peranan penting untuk mengawasi,

mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer
sehingga, dapat memaksa manajemen untuk
menghindari perilaku mementingkan
Akan

terkonsentrasinya struktur kepemilikan belum

kepentingannya sendiri. tetapi,
mampu memberikan kontrol yang baik terhadap
tindakan manajemen atas sikap memenuhi
kepentingannya sendiri (Isnanta, 2008). Menurut
Jasen dan Meckling (1976) dalam Sujoko (2006)
memaparkan bahwa hasil temuan penelitian ini
tidak mendukung agency theory, karena
berdasarkan agency theory terdapat pemisahan
antara pemilik dengan pengelola, akan tetapi
hasil penelitian menunjukkan peranan pendiri
perusahaan sangat dominan dalam menentukan
kebijakan perusahaan.
2. Pengaruh  prosentase  dewan  komisaris
independen terhadap tax avoidance.

Dalam penelitian ini prosentase dewan
komisaris independen memiliki pengaruh dengan
tingkat signifikan 10% terhadap tax avoidance. Hal
ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan
oleh Anissa (2012). Temuan ini memiliki arti bahwa

semakin besar prosentase variabel PDK dapat

digunakan untuk melakukan pengawasan dan
pengendalian dalam sebuah perusahaan oleh direksi
dan manajemen, sehingga keberadaan mereka tidak
hanya formalitas belaka (Annisa, 2012). Dewan
komisaris independen adalah pihak yang tidak
terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham
pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan
direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat
sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait
dengan perusahaan pemilik. Dewan komisaris
independen harus memahami undang-undang dan
peraturan tentang pasar modal serta diusulkan oleh
pemegang saham yang bukan merupakan pemegang
saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS) (Pohan, 2008; dalam Annisa 2012).
3. Pengaruh kualitas audit terhadap tax avoidance.
Dalam penelitian ini kualitas audit tidak
memiliki

pengaruh signifikan terhadap tax

avoidance. Hal ini tidak sejalan dengan
penelitian yang dilakukan oleh Anissa (2012).
Kualitas audit yang tidak berpengaruh signifikan
terhadap tax avoidance menunjukkan bahwa
tidak ada perbedaan yang signifikan antara
perusahaan yang diaudit oleh KAP The Big Four
maupun KAP non The Big Four terhadap
penanggulangan praktek tax avoidance, hal ini
dikarenakan ketika KAP mengaudit suatu
laporan keuangan berpedoman pada standart
pengendalian mutu  kualitas audit telah
ditetapkan oleh Dewan Standar Profesional
Akuntan  Publik Akuntan  Publik
Indonesia (DSPAP 1API) dan aturan etika

akuntan publik yang ditetapkan oleh 1API

Institut

sehingga  dalam  pelaksanaannya  sudah
didasarkan pada aturan yang ada.
4. Pengaruh jumlah komite audit terhadap tax
avoidance.
Dalam penelitian ini jumlah komite audit
memiliki

pengaruh signifikan terhadap tax

avoidance. Hal ini sejalan dengan penelitian
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yang dilakukan oleh Anissa (2012). Jumlah

komite audit yang berpengaruh signifikan
terhadap tax avoidance menunjukkan semakin
banyaknya jumlah komite audit yang ada pada
sebuah perusahaan dapat membuat praktek tax
avoidance yang dilakukan pada perusahaan
tersebut dapat diminimalisir. Selain itu Bursa
Efek Indonesia (BEI) mensyaratkan paling
sedikit komite audit harus tiga orang
(Pohan,2008), jika jumlah komite audit kurang
dari tiga orang maka tidak sesuai dengan
perturan BEI maka akan meningkatkan tindakan
manajemen dalam melakukan minimalisasi laba
untuk kepentingan pajak (Pohan,2008). Komite
audit yang berfungsi untuk memberikan
pandangan mengenai masalah-masalah yang

berhubungan dengan kebijakan  keuangan,
akuntansi, dan pengendalian internal perusahaan
harus memiliki kompetensi yang cukup akan hal
yang menjadi tanggung jawabnya (Mayangsari,

2003; dalam Annisa, 2012).

KESIMPULAN, SARAN, DAN
KETERBATASAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan
bahwa corporate governance yang terdiri dari
kepemilikan institusional, dan kualitas audit tidak
berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance,
sedangkan prosentase dewan komisaris independen,
dan jumlah komite audit berpengaruh signifikan

terhadap tax avoidance.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada, maka
diberikan

selanjutnya adalah sebagai berikut:

saran yang dapat kepada peneliti

a. Dapat menggunakan sampel yang dikhususkan

pada satu sektor industri, agar dapat melihat

pengaruh variabel terkait pada setiap industri
terhadap praktek tax avoidance.

b. Diharapkan dapat menggunakan variabel lain
yang berpengaruh terhadap tax avoidance, misal
karakteristik perusahaan.

c. Diharapkan dapat menambah rentang waktu
penelitian dengan mengambil periode

pengamatan yang lebih panjang agar lebih

menangkap fenomena tax avoidance yang

dilakukan perusahaan.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa

keterbatasan yaitu:

a. Penelitian ini menggunakan perusahaan yang
sahamnya terdaftar di Bursa Efek Indonesia
(BEI) objek

penelitian, sehingga hasil penelitian tidak dapat

secara keseluruhan sebagai

ditarik kesimpulannya untuk setiap sektor
industri karena tiap sektor industri memiliki
kekhasan yang berbeda-beda.

b. Koefisien determinasi dapat dilihat dari nilai R
Square yakni sebesar 8,9%, yang menunjukkan
bahwa hanya sebesar 8,9% dari adanya praktek
tax avoidance dapat dijelaskan oleh variabel
corporate governance (kepemilikan institusional,
prosentase dewan komisaris independen, kualitas
audit, jumlah komite audit), sedangkan sisanya
sebesar 91,1% dijelaskan oleh variabel-variabel
lain.

c. Tidak dapat menangkap fenomena variabel
kepemilikan institusional dengan baik, karena
informasi pada laporan keuangan terdapat badan
usaha dengan kepemilikan yang sangat kecil
sehingga digabungkan dengan kepemilikan oleh

masyarakat.
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